BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Penulis telah berhasil mengumpulkan data dan melakukan olah data terkait
tingkat efektivitas, pelaporan dan penerapan kebijakan akuntansi pendapatan
retribusi daerah pada pemerintah Provinsi Lampung tahun 2017-2020. Penulis
membandingkan antara realisasi dengan anggaran dan membandingkan penerapan
kebijakan akuntansi terkait pendapatan retribusi daerah pemerintah Provinsi

Lampung. Hasil pengumpulan data dan olah data telah penulis sajikan pada Bab 11

terkait metode dan pembahasan. Berdasarkan hasil analisis, penulis dapat
menyimpulkan:

1) Klasifikasi dan jenis pendapatan retribusi daerah yang disajikan pemerintah
Provinsi Lampung telah sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak
daerah dan retribusi daerah.

2) Kebijakan pencatatan dan akuntansi pendapatan retribusi yang diterapkan oleh
pemerintah Provinsi Lampung telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

3) Berdasarkan perhitungan tingkat efektivitas pemungutan retribusi daerah, rata-

rata pungutan pendapatan retribusi daerah pemerintah Provinsi Lampung tahun
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2017-2020 termasuk kedalam kriteria sangat efektif. Hal ini ditunjukkan
dengan kenaikan pertumbuhan berdasarkan anggaran yang ditetapkan dengan
target realisasi yang diperoleh.

Hasil pemeriksaan BPK terkait pendapatan retribusi daerah pemerintah
Provinsi Lampung dinyatakan dalam LHP LKPD tahun 2017-2020. Hasil
pemeriksaan menyatakan bahwa pendapatan retribusi daerah untuk tahun
2017-2020 masih terdapat kesalahan penyajian, baik terkait kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan maupun dalam sistem pengendalian
intern. Kesalahan penyajian tersebut tidak mengakibatkan penyajian
pendapatan retribusi melebihi tingkat materialitas, sehingga LKPD pemerintah
Provinsi Lampung tahun 2017-2020 mendapatkan opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP).

4.2 Saran

Berdasarkan olah data dan simpulan terkait tingkat efektivitas pendapatan

retribusi daerah pemerintah Provinsi Lampung tahun 2017-2020 dan penerapan

kebijakan akuntansi, penulis berusaha memberikan beberapa saran kepada

pemerintah Provinsi Lampung, guna meningkatkan sumber pendapatan retribusi

dan mempertahankan penerapan akuntansi yang lebih baik. Saran yang penulis

berikan sebagai berikut:

1)

Melihat lokasi dan sumber pendapatan retribusi Provinsi Lampung yang
banyak diperoleh melalui retribusi kelautan, penulis menyarankan untuk

pemerintah Provinsi Lampung lebih menggali potensi pendapatan asli daerah
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yang bersumber dari kelautan, salah satu sumber pendapatan baru yaitu
retribusi perizinan usaha perikanan.

Melihat pertumbuhan pendapatan berdasarkan realisasi dan anggaran, penulis
memberikan saran terkait pendapatan retribusi jasa usaha agar terkelola dengan
baik, mengingat sumber pendapatan melalui retribusi jasa usaha memiliki tren

positif yang meningkat setiap tahun.



